
SALINAN

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

^N(I(IAIIAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN

TAHUN ANGCARAN 20 I7

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

lr4r'nimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 322 ayat (l)Undan8-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Da(:rah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20lS tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Bclanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 20l7;

\4cngingal I

2

3

4

Pasal l8 ayar (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor i3 Tahun lgSO tentang pembcntukan
Daerah-daerah Kabuparen dalam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara republik Indonesia Tahun l9S0 nomor
42)l

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

BUPATISRAGEN
PROVINSI JAWA TEilOAII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2018



5. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang'Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndanB Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Kewenangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Penvakilan Rakyat Daerah (I,€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor I06, Tambahan lrmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6057)i
I l.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan KeuanBan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor l7t, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 534O);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2005 Nomor 137, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah lL€mbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

l S.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20O5 tentang pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Min)mal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)i
Peraturan

l6.Peraturan Pemerintah Nomor I2 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahalr
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6041);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l-embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

l8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia TahLrn 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

RepubliLr Indonesia Nomor 4738);

l9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20l0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20l0 tentang Standat
Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20lO Nomor I23, Tambahan Lfmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5165);



2 LPeraturan Pemcrintah Nomor 30 Tahun 20 I I tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20ll
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

22.Peratuftin Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenlang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Le mbaran Negara
Republik lndoncsia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 1.8 Tahun 20l6 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016
Nomor 1 14);

25.Peratuian Presjden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
BarangTJasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
PeratLrran Menteri Dalam Negeri Nomor I3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 310;

2T.PeratLlran Daerah Kabupaten .Sragen Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

28.PelaLuran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

{Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor l);

2g.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 20ll
tentang Pajak Daerah iLembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 7);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 20ll
tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 201I Nomor I5, Tambahan L€mbaran
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8);

3l.Peratur.u.i Daerah Kabupaten Sragen Nomor I Tahun 2012
tentar)g Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupatcn



Sragen Tahun 2012 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah

Kabuparen Sragen Nomor l);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 2);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn
Sragen Tahun Anggaran 2017 (L€mbaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2016 Nomor 9):

34.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Sragen Tahun Angtqaran 2017 lLembaran Dacrah
Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DI'WAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSXAN:

ful( trcl apkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 20I7.

Pasal I

(l) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.



(2) l-aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilampiri dengan daftar rekapitulasi piutang daerah, daftar
rekapitulasi piutang tidak tertagih, ;daftar rekapitulasi dana
bergulir dan penyisihan dana bergulir, daftar penyertaan modal
(investasi) daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah, daftar rekapitulasi aset
tetap daerah, daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan,
daltar rekapitulasi aset lainnya, daftar dana cadangan daerah,
daftar kewajiban jangka pendek, daftar kewajiban jangka
pendek, daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya, ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah,
ikhtisar Iaporan pertanggunglawaban realisasi pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja desa, dan ikhtisar laporan
kinerja.

Pasal 2

Laporan Rcalisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal I

huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah ......................... Rp.2. I87,032.686.896,O0
b. Belanja Daerah dan Transfer ........... Rp.2.202.04S. 180.704,OO

Dehsit ....................
c. Pembia5,aan Daerah

- Penerinaan Daerah.
- Pengeluaran Daerah

,(Rp. 15.012.493.808,00t

Rp. 206,837.633.273,00
. Bp. l5.O00.00O.000,O0

Pembiayaan Netto............................ Rp. I9 1.837,633.273,00

' :l:'::l' ::.o:l::.i:^":::::"1:l:'fl ,,.,,, 13e46s,oo

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

{l) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.20. 1aJ2.475.896,O0 dengan rincian sebagai berikut:

^ l'::::i: P:ndapatan 
. Jol'r"llluroo.rfiffilT

RD.2.187.O3 2.686.896,00
Selisih Lebih ................................ Rp. 20. 132.47S.896,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer
sejumlah (Rp.1a9,360,a56.296,00) dengan rincian sebagai
berikut:

Pasal 3

b. Realisasl.......



a. Anggaran Belanja dan transfer setelah perubahan
Rp.2.35 1.405.637.000.00

b. Realisasi.......... .. Rp. 2.202.045. 180.704,00
Selisih Kurang (Rp. 149.360.456.296,001

13) Selisih anggaran dengan realisasi densit sejumlah
Rp. 169.492.932. 192,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Defisit setelah perubahan ............(Rp. t 84.505.426.000,00)
b. Rcalisasi.......... (Ro. 15.012.493.808.001

Selisih Lebih ..... Rp. 169,492 .932.192,00
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah (Rp.51.727,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 206.837.685.000,00
b. Realisasi ..........,.. Rp. 206.837.633.273,00

SelisihKuran9..........................,.....(Rp. 51.727,OO\
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut;
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

.... Rp. 15.000.000.000,00
b. Realisasi......... ....... Rp. 15.000.000.000,00

Selisih ............................................... Rp. 0,0O

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp.51.727,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan

.. Rp. 191.837.685.000,00
b. Realisasi.......... .... Rp. 191.837.633.273,00

Selisin Kurang (Rp 5t.727 ,OCl

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran tebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desenrber Tahun 2017 sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal ...... Rp. 206.837.633.273,00
b. Penggtrnaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun

berjalan ............ ....... Rp. 206.837.633.273,0C
c. Sisa L€bih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

..... Rp. 176.825. 139.465,00
d. Saldo.A.nggaran lebih Akhir Rp. 176.825.139,465,00



Pasal 5

Kegiatan Operasional
- Pendapatan - LO ...........,......
- Beban

Rp. 2,078.956.645,824,00
Rp. 1,848.728.539.961,44

b. Kegiatan Non Operasional
- Defisit penjualan aset non lancar-LO

......,...............,....,.Rp. 4.455.184.301,84
- Defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO

......,.,,. Rp. 234.613.909.00

c Surplus Sebelum Pos Luar Biasa
d. Pos Luar Biasa

4.689.798,2 10,84)
225.534.307 .651,72

- Pendapatan Iuar biasa - LO .......... Rp. 0,00
- Beban luar biasa

Surplus/Defisit dari pos luar biasa.Rp 0,00
225.538.307 .6s], ,72e, Surplus LO .Rp

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember
Tahun 2017 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal , Rp. 2.653.047.56r.267,24
b SurplLrs - LO ..... Rp. 225.53a.3O7 .651,72

Rp. i0.I10,090.679,71

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e

per 3 I Desember Tahun 201 7 sebagai berikut:
a. JLrmlah Aset.................... Rp.2.906.083.541.960,b7
b. Jumlah Kewajiban....................,....... Rp. 17.387.582.362,00
c. Jumlah Ekuitas .............. Rp.2.888.695.959.598,67

l,aporan C)perasional sebagaimana dimaksuci dalam Pasal I huruf
c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember Tahun
2017 sebagai berikutl

Surplus dari kegiatan operasi.....Rp. 230.228.105.862,56

Rp. 0.00



Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember Tahun
20 l7 sebagai berikut:
a. Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD dan

BOS per I Januari Tahun 2017............Rp. 160.097.858.949,00
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi.. Rp. 334.507.249.217,00
c. Arus Kas Bersrh dari aktivitas investasi

.... iRp, 349.519.743.02s,00)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas pembiayaan

". ;;;" ;"" ;;;; ;";, ;;,,,;;";.;;;,,;lf 
rs 000 0s2 se r 

'00)

..,... Rp. a6.739.826.91s,00
l. Saldo Akhir Kas BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, dan BOS

per 3l Dcsember Tahun 2017.............. Rp. I76.825.139.465,00
g. Kas di Bendahara Pene rimaan ............ Rp. 116.972.967,OO

h. Kas Lainnya .......,..... Rp. 35.788.787,00
i. Saldo Akhir Kas Rp. 176.977.901.219,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos iaporan keuangan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 1O

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada

Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari i

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1 i Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;
Lampiran 1.2 i Ringkasan laporan realisasi anggaran

menumt urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan

PembiaYaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pcmerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;



Lampiran I.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V

f. Lampiran VI
g. Lampiran Vll
h. Lampiran VIII
i. Lampiran lX

J. Lampiran X

k. l.ampiran XI
I l-ampiran XII

dan

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV

o. Lampirarr XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVll
r. Lampiran XVIII
s. Lampiran XIX

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
Negara;
Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Laporan operasional;
Laporan perubahan ekuitas;
Neraca;

Laporan arus kas;
Catatan atas laporan keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

pengurangan aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi aset tetap;
Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pengerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar kewajiban jangka pendek:

Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;
Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan
Daerah,

t. Lampiran XVII

Pasal 1l

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 sebagai

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2017.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini
diundangkan

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen,

itetapkar di Sragen
3l' lr-2orU

EN,

NTUNG YUNI SUKOWATI
4Cett

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 3( - lr - .}otl

DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR I A

Salnan sesua denga. asl,nya

' TATAG

Setda Sragen

Tkt
199503 1 002
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